BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Efektivitas pasal 504 ayat 1 dan 2 KUHP dalam implementasinya sangat
membutuhkan peran pemerintah untuk menyatukan dan menggerakan seluruh
elemen di setiap level. Baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pada level
pelaksana, di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, di lembaga
legislatif dan level masyarakat.
2. Hambatan dari penanggulanagan gelandanagan dan pengemis di Kota Gorontalo
ialah :
a. Pengemis yang turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga
b. Rumah tinggal yang kumuh membuat ketidakbetahan anak berada di rumah
c. Rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan mereka tidak mengetahui peran
dan fungsi sebagai orang tua dan juga tidak mengetahui hak-hak anak.
d. Peran lembaga sosial kemasyarakatan belum maksimal berperan dalam
mendorong partisipasi masyarakat untuk menangani masalah pengemis.
B. SARAN
1. Dalam pelaksanaan atas penanggulangan bagi pengemis sebaiknya di lakukan dengan
cara yang preventif dan dengan menghormati hak-haknya, serta sesuai dengan
kedudukannya sebagai manusia yang bermartabat, karena pada dasarnya orang yang

mengemis di muka umum di sebabkan oleh tidak mencukupinya perekonomian
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hidupnya. Maka tindakan yang paling penting adalah upaya untuk mensejahterakan
para pengemis tersebut.

b. Aparat kepolisian dan satpol PP di harapkan menjalankan tugasnya dengan sebaik-
baiknya, sehingga regulasi yang telah di bentuk dapat di jalankan secara maksimal dan
optimal demi ketertiban umum.

c. Bagi pemerintah yang berkewajiban melindungi hak-hak warga Negara harus
memberikan hak hidup layak bagi seluruh masyarakat sehingga di masa depan tidak
ada lagi pengemis di kota gorontalo, dan secara nasional di Negara Indonesia.

d. Masyarakat seharusnya membantu pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan
peraturan yang ada sekaligus melaksanakan aturan tersebut, agar terciptanya

pemerintah yang baik (Good Govermance).
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